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Abstract 
This study aims to examine the effect of asset management implementation, the quality of human 

resource management assets, and the government's internal control system, on the quality of financial 

reporting. The population in this study were all employees / officials managing finances and assets of 

the Regional Devices Organization in the Banten Provincial Government with sampling using 

purposive sampling with the number of respondents as many as 123 respondents. Data analysis using 

SmartPLS. The results of this study prove that the implementation of asset management, the quality of 

human resource management, and the government's internal control system provide a positive effect 

on the quality of financial reporting. 
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PENDAHULUAN 

Pelaporan kinerja keuangan pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja 

instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat sebagaimana telah 

tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara (Pramono et al., 2010). Laporan keuangan yang 

berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan 

serta dapat dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya (PP 

70/2010). Kualitas pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya 

adalah optimalisasi mengenai implementasi manajemen aset (Tangke et al., 2015). Selain hal tersebut 

kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi pula oleh dukungan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi yang baik. (Hanis et al.,2017) menyatakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan penerapan manajemen aset di sektor publik adalah sumber daya manusia yang kompeten. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mahmudin (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia 

khususnya akuntan internal berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia di bidang 

pengelolaan keuangan/aset maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. 

Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Suyono (2016) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah yang negatif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah adalah internal control, atau dalam sektor pemerintahan lebih dikenal dengan 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Warren  et al, 

(2005)   bahwa   internal control   berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 
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Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan 

keuangan pemerintah. Kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada setiap 

entitas pelaporan dan akuntansi ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008, yang secara eksplisit mengatur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang secara 

konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut Commite of Sponsoring 

Organizations (COSO).  

Fenomena permasalahan tentang kualitas pelaporan keuangan di Indonesia dibuktikan dengan 

data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). IHPS BPK Tahun 2017, 

menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan selama semester II 2017, terdapat 4.430 temuan yang 

memuat 5.852 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 1.082 kelemahan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI), 1.950 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

senilai Rp10,56 trilliun, dan 2.820 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun. Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 1.452 

senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 

840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun. 

Fenomena masih belum cukup baiknya kualitas pelaporan keuangan juga terjadi di Provinsi 

Banten yang merupakan wilayah sasaran dalam penelitian ini. Meskipun mengalami peningkatan 

terhadap pencapaian opini, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang harus segera 

ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Banten terutama terkait dengan permasalahan manajemen 

aset. Permasalahan yang disampaikan oleh BPK RI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdiri dari 

permasalahan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah serta masih lemahnya 

implementasi manajemen aset. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas informasi keuangan, 

khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan 

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (BPK RI, 2017). 

Sumber daya manusia pengelola akuntansi/aset yang kompeten, serta adanya implementasi 

manajemen aset yang baik, yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Setiyawati, 2013). Penelitian-

penelitian tentang hal yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, implementasi manajemen aset, dan penerapan 

sistem pengendalian internal sudah banyak dilakukan seperti yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi 

berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada IHPS BPK RI Semester II Tahun 2017, masih 

menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal secara signifikan dan kelemahan dalam 

implementasi manajemen aset. Berdasarkan alasan tersebut maka faktor-faktor yang memengaruhi 

kualitas pelaporan keuangan masih menarik untuk diteliti.  

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Mahmudin (2017), tentang impementasi manajemen 

aset di sektor pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah 

disebutkan di atas adalah penelitian ini menambahkan variabel kualitas sumber daya manusia 

pengelola aset di sektor pemerintahan dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan di 

pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas 

pelaporan keuangan pada entitas akuntansi atau tingkat organisasi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor tersebut 

hanya dari sisi entitas pelaporan di pemerintah daerah. 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Agency Theory, awalnya dikonsep oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menganalisa 

hubungan yang terjadi ketika seorang individu (principal) mengakui otoritas lain (agent) untuk 

bertindak atas nama principal, sehingga menghasilkan  keuntungan  pada  kekayaan  yang  dikelola 

dengan keputusan yang diadopsi oleh agen. Kemudian Mardiasmo (2009) menjelaskan pengertian 

akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). 

 Pengelolaan barang milik negara/daerah atau manajemen aset menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, adalah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang 
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meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan 

penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 

penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. 

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan oleh Nogi 

(2005) bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah 

manusia (sumber daya manusia atau human resource). Kualitas sumber daya manusia adalah 

kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010). 

Menurut Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga 

utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari 

organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat 

penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik 

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. 

Istilah Pengendalian Internal dalam sektor pemerintahan termaktub di dalam PP 60 Tahun 

2008 yang disebut dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengertian Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan 

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Implementasi manajemen aset secara umum berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Berdasarkan IHPS BPK RI salah satu munculnya opini disclaimer hasil pemeriksaan BPK 

RI adalah lemahnya pengelolaan aset atau barang milik negara. Salah satu kendala yang paling sulit 

untuk mendapatkan opini WTP adalah disebabkan oleh masalah pengelolaan aset, yaitu adanya 

ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan SAP, kesalahan prosedur dalam pemanfaatan aset, dan 

juga nilai aset tetap yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Mahmudin (2017) dalam 

penelitiannya tentang implementasi manajemen aset terhadap peningkatan kualitas pelaporan 

keuangan, menyatakan bahwa implementasi manajemen aset memberikan pengaruh yang positif 

terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya 

dengan hasil penelitian (Tangke et al.,2015), menyatakan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis untuk penelitian 

ini sebagai berikut: 

H1 :  Implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

 

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi 

pemerintahan. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. 

Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam 

pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Penelitian mengenai pengaruh kualitas 

sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

Kiranayanti dan Erawati (2016), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian Mahmudin (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan atau kompetensi akuntan internal 
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memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan 

hasil penelitian sebelumnya, Suyono (2016) penelitiannya tentang identifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan, menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak 

berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Berdasarkan uraian di atas masih terdapat perbedaan terkait dengan hasil penelitian mengenai 

sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan khususnya di pemerintah daerah. Maka 

dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

H2 : Kualitas sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh positif terhadap  kualitas 

pelaporan keuangan. 

 

Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, hal ini 

dikemukakan oleh (Arens, 2014) bahwa sistem pengendalian internal sangat penting dalam 

pengendalian yang efektif bagi manajemen dalam rangka memenuhi keandalan pelaporan keuangan, 

efektifitas dan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang belaku. Hal ini berarti 

salah satu tujuan dirancangnya sistem pengendalian internal adalah keandalan pelaporan keuangan, 

yaitu keandalan merupakan salah satu karakteristik kualitatif dalam informasi akuntansi yang 

digunakan sebagai pengukuran dalam kualitas pelaporan keuangan (Keyso, 2012). Setiyawati 2013, 

menyatakan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal secara bersamaan berpengaruh positif 

pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian Efektivitas pengendalian internal 

pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Indriasih dan Koeswayo, 2014). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Afiah (2015) yang menyatakan implementasi 

sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Hasil beberapa penelitian tersebut di atas didukung oleh hasil penelitian Mahmudin (2017), 

yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh 

yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi 

Banten. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan, dan dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. 

Keterkaitan antara implementasi manajemen aset, kualitas sumber daya manusia pengelola 

aset, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber :    Mahmudin (2017) & Kiranayanti & Erawati (2016) 
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Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis  kuantitatif, analisis 

data dilaksanakan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis 

yang digunakan untuk analisa data akan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan 

untuk memberikan gambaran secara kuantitatif tentang rangkuman pengamatan terhadap setiap 

variabel penelitian yang secara umum menguraikan tentang ukuran dan sebaran dari setiap variabel 

penelitian seperti apa adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Analisis deskriptif data setiap variabel penelitian dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Analisis 

deskriptif menggunakan bentuk tabel jumlah skor dan persentase. Analisis deskriptif data setiap 

variabel penelitian menggunakan kriteria skor tanggapan responden. Kategorisasi skor tanggapan 

responden dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi jenjang merujuk kepada Narimawati (2010). 

Ketegorisasi bersifat relatif, maka luas interval dapat ditetapkan secara subyektif yang mencakup 

setiap kategori yang diinginkan selama penetapan tersebut berada dalam batas kewajaran dan dapat 

diterima akal sehat (common sense). Pada penelitian ini setiap indikator memiliki 1 item pernyataan 

dengan yang harus diisi oleh responden, yang selanjutnya akan digunakan metode kategorisasi skor 

tanggapan responden. Skor digolongkan menjadi 5 kategori yaitu Tidak Baik, Kurang Baik, Cukup 

Baik, Baik, dan Sangat Baik. 

Selanjutnya statistik infrensia atau dikenal statistik induktif atau statistik probabilitas 

merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan 

diberlakukan untuk populasi (generalisasi) melalui pengujian taraf signifikansi data sampel (meskipun 

tidak menjadi fokus utama dalam penggunaan partial least square-path modeling) terhadap parameter 

populasinya melalui uji t (t-statistic) pada tarif keyakinan (confidence interval) sebesar 95% dan risiko 

kesalahan pada α=5%. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

eksogen terhadap endogen. Untuk tujuan analisis data, pola hubungan antara variabel eksogen dan 

endogen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial Least Square-Path Modeling (PLS-

PM). Partial least Square merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak 

asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi normal 

multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai rasio dapat digunakan pada 

model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau 

tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitik beratkan pada data dan dengan 

prosedur estimasi yang terbatas, maka spesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi 

parameter. Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan 

indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam Covariance 

Based SEM karena akan terjadi unidentified model. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil Output SmartPLS dapat dilihat hasil pengolahan data sebagai berikut: 

Gambar 1 

Model PLS Hasil Uji Signifikansi Koefisien 
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Berikutnya hasil uji koefisien dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 

Path Coefficients Antar Variabel dan Uji Signifikansi 

 original 

sample 

estimate 

mean of 

subsamples 

standard 

deviation 

T-statistic 

MASET -> KPK 0,880 0.876 0,114 7,724 

KSDM -> KPK 0,214 0,194 0,101 2,108 

SPIP -> KPK 0,108 0,093 0,047 2,288 

     Sumber : Data diolah, 2019 

 

Hasil uji Path Coefficients pada model struktural di atas menunjukkan bahwa koefisien jalur 

dari MASET terhadap KPK, KSDM terhadap KPK, dan SPIP terhadap KPK teruji signifikan 

memberikan pengaruh (t-statistic > t tabel = 1,96). Berdasarkan hasil uji signifikansi koefisien jalur 

pada model struktural menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik  > 1,96 

(7,724 > 1,96). Adapun arah pengaruh dari implementasi manajemen aset  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan adalah positif yang menunjukkan semakin tinggi kualitas implementasi manajemen aset 

maka akan semakin baik kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah 

dijelaskan di atas terlihat bahwa indikator-indikator yang mendominasi implementasi manajemen aset 

di lingkungan pemerintah Provinsi Banten terdiri dari pengamanan dan pemeliharaan, kemudian 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset serta perencanaan dan penganggaran serta pengadaan. 

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Provinsi Banten lebih memfokuskan pada hal-hal tersebut 

dalam implementasi manajemen aset daerahnya. 

Data BPK RI selama kurun waktu 5 tahun terakhir Provinsi Banten mengalami peningkatan 

terhadap pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh BPK RI. 

Untuk LKPD Tahun 2013 Provinsi Banten mendapatkan opini Disclaimer atau Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP), selanjutnya LKPD Tahun 2014 juga masih tetap mendapatkan opini Disclaimer atau 

TMP, kemudian LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan opini yaitu mendapatkan opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), dan untuk LKPD Tahun 2016 juga mengalami peningkatan opini yaitu 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), begitu pula untuk LKPD Tahun 2017 

pemerintah Provinsi Banten mampu mempertahankan opini BPK tahun sebelumnya yaitu 

mendapatkan opini WTP. Namun demikian meskipun mengalami peningkatan terhadap pencapaian 

opini, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh 

pemerintah Provinsi Banten terutama terkait dengan permasalahan manajemen aset.BPK RI 

menyatakan bahwa salah satu kendala yang paling sulit untuk mendapatkan opini WTP terutama 

adalah masalah aset, ketidaksesuaian antara catatan dengan keberadaan fisik aset, dan nilai aset yang 

belum direvaluasi menjadi catatan dalam setiap audit yang dilakukan BPK. Ketidaksesuaian yang 

dimaksud tersebut adalah ketidaksesuaian dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan implementasi 

manajemen aset pada penelitian ini adalah implementasi manajemen aset berdasarkan PP Nomor 27 

tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah. PP Nomor 27 tahun 2014 lebih memfokuskan 

pengelolaan barang negara/daerah secara administratif, sedangkan hal-hal yang terkait dengan 

akuntansi tidak dijelaskan secara detail, seperti pencatatan maupun pelaporan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tangke et al.,(2015) yang menyatakan bahwa 

optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Syukri (2015) yang 

menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mahmudin (2017), yang menyatakan 

bahwa implementasi manajemen aset, berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan.Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian ini juga mendukung hasil pemeriksaan BPK RI 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017 dalam press release penyerahan LHP 

BPK untuk Provinsi Banten, meskipun telah mendapatkan opini WTP tetapi masih terdapat beberapa 

permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti terkait pengelolaan aset dan hal tersebut dapat 
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memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Fenomena masih terdapatnya permasalahan kualitas 

pelaporan keuangan khususnya di pemerintah Provinsi Banten terjawab dengan masih belum 

optimalnya implementasi manajemen aset sebagaimana dijelaskan di atas. Sejak awal tahun 2016 

pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan aset sesuai 

dengan rekomendasi dari BPK RI. Hasil evaluasi pemerintah Provinsi Banten terkait dengan 

optimalisasi implementasi manajemen aset sudah mencapai hasil yang baik, hal ini dibuktikan dengan 

hasil penelitian ini yang mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari responden terkait dengan 

implementasi manajemen aset di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Adanya implementasi 

manajemen aset yang baik khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan 

kualitas pelaporan keuangan yang dibuktikan pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah Provinsi Banten 

telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Hasil penelitian ini juga mendukung agency 

theory yaitu sudah menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan 

dukungan implementasi sistem yang baik, dalam hal ini implementasi manajemen aset. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik implementasi manajemen aset akan semakin baik 

pula hasil kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.  

Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa kualitas 

sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik  > 1,96 (2,108 > 1,96). Adapun arah pengaruh dari 

kualitas sumber daya manusia pengelola aset terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah adalah 

positif yang menunjukkan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia pengelola aset maka akan 

semakin baik kualitas pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan analisis deskriptif, kualitas sumber 

daya manusia yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu latar belakang pendidikan, 

pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman. Indikator pengalaman berada pada kriteria tanggapan 

yang sangat baik berdasarkan tanggapan dari seluruh responden dibuktikan dengan hasil skor yang 

paling tinggi atau mencapai 88,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai atau pejabat yang 

menangani pekerjaan bidang perencanaan, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan dan aset  

memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang telah sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penataan pegawai dengan pengalaman yang sesuai dengan 

bidang pekerjaannya dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah 

Provinsi Banten sudah sangat baik dilaksanakan. Terlebih lagi mulai akhir tahun 2018 ini pemerintah 

Provinsi Banten telah menerapkan kebijakan penempatan pegawai sesuai dengan formasi nama 

jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam peraturan kepala daerah yang telah diterbitkan. 

Selanjutnya indikator latar belakang pendidikan, berdasarkan hasil analisis deskriptif juga berada pada 

kriteria tanggapan yang sangat baik yaitu dibuktikan dengan skor 86,41%. Hal ini menunjukkan 

bahwa indikator latar belakang pendidikan pegawai dalam kaitannya dengan latar belakang pendidikan 

pegawai atau pejabat yang menangani pekerjaan bidang perencanaan, penatausahaan dan pengelolaan 

keuangan dan aset telah sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini mendapatkan tanggapan yang sangat 

baik dari seluruh responden dalam penelitian ini. Dapat dikatakan pula bahwa penataan pegawai 

dengan indikator latar belakang pendidikan dari para pegawai atau pejabat dalam hal kualitas sumber 

daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah sangat baik dilaksanakan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kiranayati dan Erawati (2016) yang 

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Azmi, dkk (2014) 

yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Mahmudin (2017) bahwa 

kompetensi sumber daya manusia khususnya akuntan internal berpengaruh secara positif terhadap 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas kompetensi 

sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan/aset makan kualitas pelaporan keuangan yang 

dihasilkan akan semakin baik pula. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Suyono (2016) 

menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah yang 

negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia 
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pengelola aset berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal 

ini tidak lepas dari upaya pemerintah Provinsi Banten sejak awal tahun 2016 telah melaksanakan 

rekomendasi dari BPK RI terkait dengan evaluasi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah 

Provinsi Banten agar dilaksanakan penataan pegawai yang disesuaikan dengan latar belakang 

pendikan, serta pengalaman kerja sebelumnya. Hasil dari evaluasi penataan pegawai tersebut akan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus 

dilaksanakannya. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian ini yaitu yang dibuktikan dengan tingkat 

tanggapan responden terkait dengan kompetensi sumber daya mendapatkan hasil tanggapan yang 

sangat baik.  Kualitas sumber daya manusia pengelola aset yang baik khususnya di lingkungan 

pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Kaitan antara 

kualitas sumber daya manusia pengelola aset dengan pendekatan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu agency theory, secara garis besar tentu saja setiap pegawai dalam hal ini para 

pengelola keuangan dan aset memiliki amanah untuk memberikan hasil kerja yang terbaik khususnya 

dalam bidang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, yang tentu saja untuk mencapai kualitas 

pelaporan keuangan yang baik harus didukung oleh tingkat kualitas kompetensi yang baik pula. 

Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa variabel 

sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistik yang diperoleh lebih besar dari 1,96 (2,288 > 1,96). 

Pada penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah diukur oleh 5 indikator yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. 

Indikator pemantauan dalam sistem pengendalian intern pemerintah merupakan indikator yang paling 

dominan dalam indikator variabel penelitian ini. Kemudian untuk variabel kualitas pelaporan 

keuangan daerah diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, 

dan dapat dipahami. Hasil analisisis deskriptif menunjukkan indikator relevan merupakan indikator 

yang paling dominan dalam mendeskripsikan variabel kualitas pelaporan keuangan daerah. 

Indikator pemantauan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang berkaitan 

dengan proses menindaklanjuti rekomendasi temuan dari aparat pengawas intern pemerintah berada 

pada kriteria sangat baik yaitu dibuktikan dengan skor mencapai 89,69%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semua temuan APIP atau BPK di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah ditindaklanjuti 

dengan baik, terlebih lagi sekarang ini pemerintah Provinsi Banten sudah mulai melaksanakan sistem 

e-goverment yaitu semua proses tata kelola pemerintahan mulai dari urusan perencanaan, 

penatausahaan keuangan, dan pengelolaan akuntansi keuangan bahkan untuk urusan kepegawaian 

sudah menggunakan aplikasi sistem informasi yang berbasis internet. Sementara untuk indikator yang 

paling dominan dalam mengukur kualitas laporan keuangan daerah adalah relevan yang dibuktikan 

dengan skor indeks 89,22% yang berada pada kriteria tanggapan sangat baik. Hal ini menunjukkan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan tepat waktu dan lengkap sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan agar informasi yang dihasilkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan sudah sangat 

baik dan relevan.  

Pada penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap 

peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Indriasih dan Koeswayo (2014) yang menyatakan 

bahwa efektifitas pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Mahmudin 

(2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian 

sebelumnya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuryanto dan Afiah (2013) yang 

menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Hal ini mendukung upaya pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan solusi terkait dengan 

fenomena permasalahan sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yaitu berdasarkan data 

BPK RI tahun 2013 sampai dengan 2017 bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kelemahan-kelemahan SPIP 

tersebut paling dominan terkait pengelolaan aset. Berdasarkan hasil olah data statistik secara kriteria 
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tanggapan responden untuk semua indikator yang digunakan pada variabel sistem pengendalian 

internal pemerintah berada pada kriteria yang sangat baik, dan terbukti secara signifikan dapat 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Sejak tahun 2018 

pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kerjasama dengan BPKP. Bentuk kerjasama ini 

adalah berupa pendampingan oleh BPKP terkait penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, 

yaitu dengan cara membentuk tim satuan tugas SPIP di masing-masing OPD yang langsung 

didampingi oleh BPKP sebagai supervisor. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh BPKP 

yaitu dengan melakukan inventarisasi dan analisa resiko kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi yang 

dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Keterkaitan adanya 

agency theory dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan,  yang dimana pemerintah 

bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agent) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala 

informasi yang  dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang 

dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan  kebijakan sosial, 

politik, maupun ekonomi  baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui  wakil-

wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi 

laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang 

berhubungan, serta hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menarik simpulan bahwa Implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. Sedangkan, Kualitas sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan keuangan.  Dan yang terakhir Sistem pengendalian internal pemerintah 

berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun 

demikian masih terdapat beberapa keterbatasan, yang kemungkinan dapat menimbulkan bias atau 

ketidakakuratan pada hasil penelitian ini, diman Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan pada penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu implementasi manajemen aset, 

kualitas sumber daya manusia pengelola aset, dan sistem pengendalian internal pemerintah, sedangkan 

masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kemudian pada 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-

kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan 

dan tidak jujur, serta pertanyaan atau pernyataan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh 

responden yang memungkinkan tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

Berdasarkan hasil analisis maupun interpretasi hasil penelitian serta observasi penelitian ini, 

dapat dikemukakan saran-saran operasional untuk pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut : 

Disarankan untuk menyusun kebijakan untuk mempercepat proses inventarisasi dan penetapan aset 

yang akan dihapuskan secara periodik per semenster sehingga data-data yang akurat mengenai aset 

dapat lebih meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Disarankan masing-masing pimpinan bagian 

pada unit kerja memerintahkan kepada pejabat atau pegawai yang menangani pengelolaan aset untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini untuk 

mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Disarankan pula kepada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi induk pengelolaan aset untuk 

memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi 

Banten dalam rangka peningkatan kualitas kinerja keuangan pada masing-masing perangkat daerah. 

Disarankan untuk lebih memperhatikan indikator penaksiran resiko yang dirasakan masih perlu 

ditingkatkan kembali yaitu dengan cara masing-masing pimpinan bagian pada unit kerja melakukan 

evaluasi, inventarisasi serta melakukan analisis resiko untuk masing-masing kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan klasifikasi yang lebih spesifik dalam melaksanakan pengendalian kinerja unit 

kerjanya masing-masing, sehingga kualitas pelaporan keuangan dapat lebih meningkat lagi. 

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor pemerintahan atau sektor 

publik, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memasukan variabel lain yang berpengaruh 
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terhadap kualitas pelaporan keuangan, seperti, faktor budaya kerja, serta etika profesi yang dikaitkan 

dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang tidak penulis masukkan sebagai variabel pada penelitian ini. 

Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki pertanyaan ataupun pernyataan dalam 

kuesioner lebih spesifik dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden agar dapat digunakan 

untuk mengukur indikator-indikator lebih tepat lagi. 
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